


2 Pembenahan Kehutanan Indonesia

Hutan Alam di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,
dikuasai oleh negara. Oleh karena itu negara berhak mengambil pungutan kepada
pihak yang mengusahakan Hutan Alam tersebut semaksimal mungkin sampai
dengan batas "rente ekonomi-nya".

Luas Hutan Alam di Indonesia tercatat 143juta ha dan 60 juta ha diantaranya
ditetapkan sebagai Hutan Produksi, yakni yang dapat dikclola Jan dipanen hasil
kaywlya. Sejak tahun 1970, pemerintah memberikan hak kepada pihak swasta, baik
dalam negeri maupun asing, untuk rncngusahakan (memanen) Hutan Alam Produksi
dalam bentuk (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Sampai tahun
1985 areal Hutan Alam Produksi yang tclah di-HPH-kan tercatat seluas 54,5 juta ha.
Bila setiap HPH rata-rata telah bcroperasi sel.una 10 tahun dan siklus penebangan 35
tahun, maka diperkirakan telah 28 % Hutan Alam tersebut yang telah dipanen dan
dengan demikian masih tersisa 72 % yang belurn dan akan dimanfaatkan. Sebagai
catatan, bahwa angka-angka tersebut oleh sementara pihak diragukan, namun
sementara belum ada data tandingan maka angka-angka tcrsebut kiranya dapat
dipegang. Prospck pemanenan Hutan A!am yang masih besar tersebut perlu
dipertimbangkan baik-batk sebagai potensi bagi peningkatan pendapatan negara
dimasa yang akan datang.

BEBERAPA CATATAN DALAM PENANGKAPAN RENTE EKONOMI
HUTAN AIAM DI INDONESIA

Suatu penelitian pengembangan efisiensi penggunanan sumberdaya hutan di
Propinsi Lampung, tahun 1977, menunjukkan bahwa rente ekonomi maksimal yang
dapat ditangkap pemerintah sebagai pemilik Hutan Alam di Propinsi Lanlpung
adalah Rp. 4.723,- per m3 kayu bulat. Sementara itu pemungutan royalty yang
dikenakan US $ 2 atau setara Rp. 800,-. Berdasarkan angka-angka tersebut maka
dapat dikatakan bahwa negara telah kecurian pcnerimaan dari rente pemanenan kayu
Hutan Alam sebesar 83 %. Dengan kata lain penerimaan negara tersebut dari sektor
kehutanan saat ini sebetulnya dapat ditingkatkan sampai enam kali lipat tanpa
merugikan pihak swasta pemegangHPH sendiri.

Penelitian yang semacarn itu pada saat ini kurang mendapat perhatian dan
pada tahun-tahun berikutnya tidak pemah dilakukan lagi. Bonanza kayu dan minyak
bumi pada masa-masa yang lalu menycbabkan keinginan atau pikiran politik-
ekonomi seperti tersebut di atas menjadi tidak populer. Pada saat kita menghadapi
kesulitan penerimaan pendapatan negara, maka sudah sepantasnya kita menelaah
kembali l;emungkinan penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan dan
pemanenan kayu Hutan Alam yang statusnya dikuasai ncgara itu.
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